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ABSTRAK 
 

Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota 
Nusantara Perspektif Siyasah Tanfidziah,  

Oleh : Syahrul Mubin (1911150095) 
 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) 
Bagaimana Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu 
Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah ? (2) Bagaimana 
Tinjauan Siyasah Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara ? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) 
Mengetahui Konstitusionalitas Pengangkatan Kepala Otorita Ibu 
Kota Nusantara Dalam Sistem Otonomi Daerah. (2) Mengetahui 
Tinjauan Siyasah Tanfidziah Tentang Pengangkatan Kepala Otorita 
Ibu Kota Nusantara.  penelitian menggunakan metode pendekatan 
perundang-undangan serta konseptual. pendekatan yang 
dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi 
yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengangkatan 
Kepala Otorita IKN bertentangan dengan konstitusi 
(Inkonstitusional), dalam hal ini Pada Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 3 
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara, mengenai Pengangkatan 
kepala otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal ini bertentangan 
dengan UUD NRI 1945, UU pemilihan kepala Daerah, dan UU 
kementerian. bahwa menyatakan kepala pemerintah daerah dipilih 
secara demokratis. (2) Dalam islam, setiap kebijakan kekuasaan 
tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam, dan politik 
kekuasaan harus mempertimbangkan kemaslahatan umatnya. 
Akan tetapi kebijakan-kebijakan di dalam UU IKN tidak tidak 
memperhatikan kemaslahatan umat, kemudian mencuri hak rakyat 
dalam hal ini: pertama terjadinya pemborosan anggaran, 
sebenarnya aturan itu sudah ada. Tapi, untuk memuluskan 
keinginan yang dimau pemerintah maka dibuat aturan baru. 
Kedua menciderai hak rakyat, dalam hal ini presiden 
menggunakan hak prerogatifnya, Padahal sudah ada aturan bahwa 
itu adalah dipilih oleh rakyat. 
 
Kata Kunci: kepala otorita, otonomi daerah, siyasah tanfidziah 



 

 

ABSTRACT 
 

Constitutionality of the Appointment of the Head of the 
Archipelago Capital Authority from Siyasah Tanfidziah's 

Perspective, By: Syahrul Mubin 1911150095. 
 
There are two issues studied in this thesis, namely: (1) What is the 
Constitutionality of the Appointment of the Head of the National Capital 
Authority in the Regional Autonomy System? (2) What is the Siyasa 
Tanfidziah Review regarding the Appointment of the Head of the 
Archipelago Capital Authority? This research was conducted with the aim 
of (1) Knowing the Constitutionality of the Appointment of the Head of 
the Archipelago Capital Authority in the Regional Autonomy System. (2) 
Knowing the Review of the Tanfidziah Siyasah Regarding the 
Appointment of the Head of the Archipelago Capital Authority. The 
research uses statutory and conceptual approaches. The approach is taken 
by examining the laws and regulations related to the legal issue being 
faced. then the following conclusions can be drawn: (1) The appointment 
of the Head of the IKN Authority is contrary to the constitution 
(Unconstitutional), in this case in Article 5 Paragraph (4) of Law Number 
3 of 2022 concerning the Archipelago Capital, regarding the Appointment 
of the head of the Archipelago Capital Authority in the case This is 
contrary to the 1945 NRI Constitution, the Regional Head Election Law, 
and the Ministry Law. that states that the head of regional government is 
elected democratically. (2) In Islam, every power policy must not deviate 
from the values of Islamic teachings, and power politics must take into 
account the benefit of its people. However, the policies in the IKN Law do 
not pay attention to the benefit of the people, and then steal people's rights 
in this case: firstly there is budget waste, in fact the regulations already 
exist. However, to fulfill the government's wishes, new regulations were 
made. Second, it injures the people's rights, in this case the president uses 
his prerogative, even though there is a rule that he is elected by the people. 
 
Keywords: head of authority, regional autonomy, siyasah tanfidziah 
 

 

 


